


12. 

11. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4783); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntasi Pernerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenta.ng 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Trbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) 



Peratur n I ern .1 intah Nornor 17 T, hun 2018 n 
K am tun [Lernb r 1 N ,g r R publlk lndon 1 Tahun 2018 
Nom01· 7. , Tamb han J mb r Ii Nr.f(ar R publik Jndon ia 
Nomor 20 ); 

14. Per turan P m rlntah Nornor 12 Tf,\hun 2019 ntang 
Peng lol n K uangan Do srah (lernbaran N gara Republik 
lndon la T hun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
R .publlk lndone IA Nomor 6322}; 

15. P raturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
825); 

20. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 61, Jambahan 
Serita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 826)~ 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Surnba Timur 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh 

Camat. 
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang 

merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dan dipimpin 
oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu a tau lebih 
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya terse but sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan 
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat 
di Kelurahan. 

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM 
adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan 
masyarakat di bidang pembangunan. 

11. Pembangunan_ sarana dan prasarana kelurahan adalah upaya untuk membiayai 
~layanan sosial dasar yang berdampak Iangsung pada meningkatnya kualita.s 
hidup masyarakat. 

12. Pem~rdayaan masy~akat di kelurahan adalah upaya untuk peningkatan 
kapas1~s dan kapabilitas masy,-akat di Kelurahan dengan mendayagunakan 
potensi dan sumber daya sendiri.~ 
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PERATURAN BUPA I TENTAN PETUNJU PELAK ANAAN 
KEGIATAN PEMBAN ,UNAN ARANA DAN PRA ARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN PADA ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELA JA 
DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI 
DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM 
(DAU) TAMBAHAN TAHUN ANOGARAN 2020 



13. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk mengasistensi usulan kegiatan yang di 
hasilkan dalam musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan. 

14. Pengelolaan kegitan pernbangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi perencanaan kegiatan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
Pembinaan, dan pengawasan keuangan. 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Cam.at / pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

17. Kuasa Penggu.na Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. 

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
Negara/ anggaran Belanja Daerah. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
Perangkat Daerah. 

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di 
tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat 
dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. 

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dolrumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh PA/KPA. 

26. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD 
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
langsung dan uang persediaan. 

27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutya disingkat SPP-LS 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerimaan, perun~kan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPrK. ~ 



(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pass.\ 2 huruf a dibatasi hanya untuk sarana 
prasarana yang bersifat sederhana. ~ 

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial 
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 
Masyarakat. 

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana 
d.imaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana clan 

prasarana lingkungan pemukiman. 
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana transportasi. 
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan; dan/ atau. 
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Pendidikan dan kebudayaan. 
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Begian Kedua 

Kegiatan.Pembangunan Sanma clan Pruanma Keluraban 

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan 
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan 
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
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31. 

30. 

29. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pcnggunan 
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD. 
Surat Perintah Pencairan dana yang sclanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 
Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 
Surat pengantar adalah dokumen yang menerangkan bahwa rincian 
penggunaan dana sebagaimana pennintaan/permohonan pencairan yang 
diajukan oleh Kelurahan setelah di verifikasi oleh Kecamatan. 

28. 



BepaKetip 
Xepataa Pembudaya&D lilaaJ'arakat di K.elualaaa 
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(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan eehagaimana dimakaud 
dalarn Pa I 2 huruf b, digunakan untuk meningkatkan kapuitu dan 
kapabilitas mas t di Kclurahan dcngan mendayagunakan potenai dan 
sumbcr daya sendiri. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pase.I 3 ayat (2) huruf b, 
mcliputi: 
a. jalan pemukiman; 
b. jalan pores kelurahan; dan/atau 
c. sarana prasarana transpotasi Jainnya meliputi : 

1. pembangunan jembatan gantung skala kecil; 
2. pengadaan motor sampah. 

(3) Pengadaan, pcmbangunan, pcngcmbangan, dan pcmcliharaan sarana dan 
prasarana kcschatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c 
meliputi: 
a. mandi, cuci, ka.kus untuk umum/komunal; 
b. po pclayanan terpadu d n po pcmbinaan terpadujdanj'atau 
c. sarana prasarana kesehatan lainnya meliputi: 

1. pembangunan rumah tunggu bcrsalin; 
2. bantuan lat dan sarana di posyandu; 
3. ntuan bahan pcmbangunan MCK bagi masyarakat; 
4. pcmbangunan sara.na dan prasaran.a pcngolahan limbah lingkungan. 

(4) Pengad an, pembangunan, pcngcmbangan, dan pcmeliharaan sarana dan 
pm rana Pendidikan d n kcbucl y an bagalmana dimaksud dalam Pesa] 3 
a at (2) huruf d, meliputi : 
a. taman ba an ma y rakat; 
b. bangunan Pendidikan anak u ia dini yang tclah terdaftar pada Dines 

Pendidikan; 
c. wahana permainan anak di Pendldikan anak usia dini yang telah terdaftar 

pada Dina Pendidikan: dan / atau 
d. sarana Pcndidikan dan kcbudayaan lainnya. 

(1) Pengadaan, pcmbangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf a, mcliputi : 
a. jaringan air minum; 
b. drainasc dan sclokan; 
c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah; 
d. sumur resapan; 
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 
f. alat pemadam api ringan; 
g. pompa kebakaran portable; 
h. penerangan lingkungan pcmukiman; dan/ atau 
1. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya meliputi ; 

1. bantuan pembangunan rumah laya.k huni; 
2. bantuan rehabilitasi pemukiman dan perumahan tidak layak huni; dan 
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(4) Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dala.m 
Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi: 
a. pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/ atau 
b. kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya. 

(5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi: 
a. pengadaan/penyelenggaran pos keamanan kelurahan; 
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban 

kelurahan; dan/ atau 
c. kegiatan pcngelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat lainnya. 

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta 
kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
r, meliputi; 
a. penyediaan layanan infonnasi tentang bencana; 
b. pelatihan kcsiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
d. edukasi manaj~me~ proteksi kebakaran; dan/ atau I 
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnyal' 

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau 
b. kegiatan pengelolaan pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah 

lainnya. 

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi : 
a. Pelayanan perilalru hidup bersih dan sehat; 
b. keluarga berencana 
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau 
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya'. 

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/ atau 
c. kegiatan pengelolan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan lainnya. 
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(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yaitu : 
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; 
b. pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan; 
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; 
d. pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan; 
e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat; dan/ a tau 
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta. 

kejadian luar biasa lainnya. 





(1) Penyaluran DAU Tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten. 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I paling lambat Mei 2020; dan 
b. tahap II paling lambat Agustus 2020. 

(3) Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Mumi dan Dana Alokasi Umum (DAU) 
Tambahan Tahun 2020 tahap I sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, 
dilakukan setelah Bupati melalui Camat menerima: 
a. berita Acara Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan; 
b. rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan; 
c. berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kelurahan dan LPM tentang 

kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Mumi dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun 2019. 

d. rencana Penggunaan dana harus mengacu pada hasil Musrenbangkcl yang 
sumber dananya ada di APBD paling lambat minggu ke dua bulan Maret; 

e. Camat melakukan pengkajian kelayakan dan memberi masukan untuk 
penyempumaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Kcpala 
Bagian Tata Pemerintahan pad.a Setda Kabupaten Sumba Timur untuk dikaji 
kebenaran dan kelayakan sebelum ditetapkan sesuai dengan format 
sebagaimana tercantrm dalam lampiran III, lampiran IV clan lampiran V 
Peraturan Bupati ini.M 
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BAB IV 
PENYALURAN 

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 8, kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan 
sumber pendanaan masing-masing kegiatan. 

(2) Rencana kerja dan anggaran kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 
dituangkan pad.a rencana kegiatan dan anggaran tersendiri. 
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(2) Anggaran untuk daerah kota yang tida.k memiliki desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 5% (Hrna persen) dari APBD 
setelah dilrurangi dana alokasi khusus, ditarnbah DAU tambahan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang 
memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling 
sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di kabupaten, 
ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pelaksanaan anggaran berupa: 
a. Bupati menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 

b. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan KPA. 

c. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan keputusan 
Bupati, atas usulan Lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah ( 
BUD). 

d. Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di 
Kelurahan. 

e. C~t selaku _Pengguna Anggaran (PA} menetapkan pejabat pengadaan dan 
pejabat pemeriksa hasil pekerjaaan (PjPHP) untuk kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

f. dalam _hal di ~ecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP 
seba~armana dimaksud pada huruf e, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat 
meminta tepada Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan Pejabat 
dimaksud. 

Pual 14 

Tahapan persiapan meliputi : 
1. musyawarah tingkat Kelurahan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM). 
2. penetapan kegiatan hasil Musyawarah bersama antara Pemerintah Kelurahan 

dan LPM. 
3. penyiapan dokurnen Adrninistrasi. 

4. dalam hal kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berupa Jalan, Drainase/saluran 
irigasi, bangunan dan lainnya Wajib membuat berita acara Pernyataan 
pembebasan/penyerahan lahan dari masyarakat sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

BABV 

PBLAKSAlfAAlf ANGGARAlf 

Pual 13 

( ) 

Jd n m ri n ( ) 



(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 14 huruf b dalam melaksanakan pertanggungjawaban 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas meJa.kukan verifikasi atas laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 
kepada KPA. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan 

bukti - bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
b. menguji kebenar~ perhitungan atas pengeluaran Pcrrincian objek yang 

tercan~m dalam nngkasan perincian objek; 
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Pcnghasilan atas 

beban pengeluaran per rincian objek; dan 
d. menguji ke1fnaran sesuai dengan SPM dam SP2D yang diterbitkan periode 

sebelumnya.~ 

Pual 18 

Pual 17 

( 1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan clan 
pcmberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekamsme tambahan 
uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
-undangan. 

(2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APB , PPKD 
melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tarnbahan dan pendapatan 
DAU Tambahan Laporan Operasional. 

(3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasaJ dari APB cliterima 
di RKUD, PPKD mela.kukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU 
Tarnbahan Laporan Realisasi Anggaran. 

(4) Laporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan 
selaku entitas akuntansi. 

(5) Pengalruan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan 
laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban 
fungsional. 

(6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun 
rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi 
untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya 

BABV 
PBlfATAUSA.RAAII DAit PSRTAJIOOlJIIGJAWABAII 

ad an ha.rang den 1asa daJ m k tan pem n nan r.am dan ~.saran.a 
K lurah n dan pemberdayaan mas rakat di K Iurahan ~q......., CJCJ~gt.tlJl Xieteinnaan 
pe tumn rund n -undangan di bidang _pcngad an berang dan a 

Pua.116 



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pengawasan yang dilakukan Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviuw, monitoring, eval~si 
dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan~ 

Pua.120 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat 
di Kelurahan. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati. dapat melimpahkan 
kewenangannya kepada Camat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaanya dibantu 
oleh Inspektorat. 

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(3) Lap ran pcnggunonn nngga, EU1 ke iata 
Kelurahan dan pem!Jcrd g n pc~bangunAJ1 samna dan prasarana 
D ayaen masyarakat di Kclurahan be 

ana AJokasi Umum (DAU} M , d . yang r umber dan 
seb aim . urrn an Dana AJokes, Umum (DAUJ Tambahan 
BUDag ti ana d1maksud dalarn Pasal 9 ayat (1) disarnpaikan kepada carna dart 

so up me::ttcr. 

(4) ::~mat. laporan scbagaimnnu dimaksud pada ayat {3) seauai dengan format 
agairnann tercantum dalam lampiran IX Pcraturan Bupati ini. 

(5) Batas waktu pe:1yamp1;Uan Japoran scbagaimana dimaksud pada ayat (3), unruk; 
a, semester J disarnpaikan paling lambat minggu kedua buJan Juli' dan 
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua buJan -Januari. 

(6} Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana clan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada 
Bupati melalui camat. 

(7} Lapor~ seba~aimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan Camat Kepada 
Bupati melahn Bagi.an Tata Pemerintahan untuk dilakukan monitoring clan 
pengawasan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Ke1urahan dan pemberdayaan masyarakat di ke1urahan. 

(8) Bupati menyampaikan laporan pe1aksanaan kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada 
Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 





/ 

ttd 
cap LPM Ttd ' Cap Kelurahan~ 

PIHAKKEDUA 
Ketua LPM 

PIHAK KESATU 
Lurah . 

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dibuat dengan sebenarnya sesuai 
dengan kesepakatan Bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana 
mestinya. 

No Jenis Kegiatan Lokasi/ sasaran Nilai (Rp) Keterangan 
1. Kegiatan sarana dan 

prasarana 
a . ...... 
b . ...... 
c. dst 

2. Kegiatan pemberdayaan 
masyarakat 

a . ..... 
b . ..... 
c. dst 

Ost 

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun bertempat di kelurahan , 
Kecamatan , Ka bu paten Sumba Timur telah dilakukan musyawarah dan 
disepakati kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan DAU Tambahan dan APBD 
kabupaten Sumba Timur : 

SERITA AC.ARA KESEPAKATAN 
Nomor: 

KOP SURAT KELURAHAN 

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : 1" TAHUN 2020 
TANGGAL :2.19 ~ 2..0'2.D 
TENTANG : 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 
PEMBERDAY AAN MASY ARAKAT DI KELURAHAN PADA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI 
DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA 
ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 
2020 



DAU JUIILAH 
NO KECAIIATAlf KELURAHAN DAUMURNI TAMBAHAN AlfGGARAlf 

(RD.) 
l 2 3 4 s 6 

1 KOTA WAINGAPU 1. Matawai 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

2. Kamalaputi 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

3. Hambala 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

4. Kambajawa 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

2 LEWA 5. Lewa Paku 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

3 PANDAWAI 6. Kawangu 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

7. Watumbaka 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

4 UIIALULU 8. Lumbukori 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

5 KAIIBERA 9. Wangga 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

10.Prailiu 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

11. Kambaniru 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

12. Lambanapu 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

13. Maulumbi 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

14.Mauhau 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

15.Mauliru 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

6 KAIIATARG 16.Temu 400.000.000 366.000.000 766.000.000 

TOTAL 6.400.000.000 5.856.000.000 L12.2s6.ooo.ooo 

DAFTAR ALOKASI BANTUAlf DANA PEMBERDAYAAlf 
MASYARAKAT KELURAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR 

TAHUN AlfGGARAlf 2020 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : 7- TAHUN 2020 
TANGGAL : :W ,f{?SRJ,)A-IU ')...(fU) 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG 
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) 
MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 



PDW<KESATU 
Lurah . 

Ttd 
Cap KcJurahan 

Dcmildan benta 
meetin . 

ini cli buat dan diperguanakan sebagaimana 

3. D t 

1. .. . 
2. ············· 

3. Oat 
Bidang Pemberdayaan Muayarakat 

2. _. ..... ······· 

Jenis kegiatan yang dihasilkan daJarn musyawarah untuk kegiatan earana dan 
praaarana dan pemberdayaan maayarakat di Kelurahan : 
Bidang Sarana dan J)nasarana di Kelurahan 

1. . . 

Pada hari ini , tanggal Bulan- Tahun 1,ertempat di kelurahan , 
Kecamatan , Kabupaten Sumba Timur telah di}akukan musyawarah perencanaan 
pembengun811 lffllanl pellllll""88" clan& Kelurahan •..•.••...•. yang t,enwnber dari dana 
alokasi mumi dan dau tambahan anggaran 2020 

Waktu 
Tempat 

LAMPIRANW 
PERA'JURAN BUPAfl SUMM 11NUR 
NOMOR : 1 TAHON 20"JO 
TANGGAL 
TENTANG PE1UNJUK PELAJ{SANAAN KE(}IA~ ... dlaUAW .,...._..r 
$ARANA DAN PRASARANA u.&N---"'. ....,,,. .. 

PEMBERDAYMN MASYARAKAT DI~~ 
ANGGARAN pgNDAPATAN D BEl,.AKJA ~~ 
KABUPATEN suMBA 11MUR YANG BERSUIIBSR DARI 
DANA ALOKASl UMtJM (DAU) UIOO DAN DANA 
ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAffANTAHUN AN0GARAN 
2020 

KOP KBl,1JRAIIAlf 

FORMAT BERITA AcARA MUSRAWARAH KELURAff.AN ····•·•···· 



~ Kclurahan ~ 

Lura.ll •.......... 

., PltJOIUT.U DAUUI PIIOGIIUI mutVIIAII •111•&11 DIDIB mATAIILOKMI PAOV OPD 
....a'TM DIDIKATII' -· ..... - I 2 3 4 A 6 7 I 

I l'ENll'fOMTAN PARTIBIP~ 
MA8\'"1l.\KAT 

2 P&NINOKATAN KUAUTAS •uMBERDAYAM&NUBIA 
3 rmwrNOKATAN UOHOM1 

IIUU~ T4NOOA .. t"RCIWAICAN HUKUM DAN 
MAU - 

Kecamatan 
Kelllrahan 
Tahun Angaran . 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPAfl SUIIBA TIMUR 
NOMOR: } TAHUN2020 
TANOOAL : %9~ :lo~ 
TENTANG : 
Pll:'l1JNJUIC PELAJCSANMN ICBOJATAN PDmANOUNAN SA.RANA DAN PRASARA.NA KELURAHAN 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DWRAHAN PAM AHOOARAN PSNDAPATAN DAN 
BEIANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TDruR YAN.O BERSUMBER DARI DANA ALO)Wil UMUM 
(DAU) MURNJ DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANOOARAN 2020 

FORMAT RENCANA PEMBANOUNAN TAHUNAN DWRAHAN ..•....•••. 2020 



'/J BUPATI SUIIBA ~ 

·············· ················ ···························~ 

Kctua LPM ··-··············· 
Mcngctahw, 

Lu rah 

BOGA P. 
1'0 BIDAIIG/PROG/KEG TUJUAR' LO KASI 8A8ARAIJ SirAT WAKTU RD DT 

fllnl JWB 

1 2 3 4 II 6 7 • 9 10 

I PBIIDAPATAlf 
DPMK 
JUIILAII PEIU'APATAlf 

II BELAIIJA 
A BIDAR'G Saran& daD 

Pruaralla 
l Program .............•.. 

a. Kegiatan .............. 
b. Kegiatan ·············· 
c. Ost 

2 Program ................ 
a. Kegiatan .............. 
b. Kegiatan .............. 
c. Ost 

B BIDAlfG PEIIBERDAYAAlf 
IIASYARAKAT 

l Program ................ 
a. Kegiatan .............. 
b. Kcgiatan .............. 
c. Ost 

2 Program ................ 
a. Kegiatan .............. 
b. Kegiatan .............. 
c. Ost 

JUIILAII BELAIIJA 
Surftu,sl ~t 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : ,- TAHUN 2020 
TANGGAL : 219 ffe~ 'Z..e!:f2e 
TENT ANG : 
PETUNJUK PElAKSANAAN KEG IATAN 
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BElANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA 
TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM 
(DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

RENCANA PENGGUNAAN D.AlfA YANG BERS UMBER DARI DANA AW KASI MURNI 
DAN DAU TAMBAHAN ANGGARAN 2020 KELURAIIAlf •••••• 

TA.HUN ANGGARAN ••••••••••••••• 



NO URAIAN SESUAI TIDAK SESUAI 

1 Jumlah Anggaran Per-Bidang 
dan Kegiatan 

2 Kesesuai Usulan Perbidang 

3 RAB Teknik 

4 RAB Per-Bidang dan Kegiatan 

5 Spesifikasi Barang 

6 
Kesesuaian Harga Barang dan 

Spek 

7 Format Harga Survei 

8 Sistem dan Mekanisme 
Penzadaan Baranz dan Jasa 

9 Sinkronisasi Usulan 

Asistensi Bidang Sarana dan 
10 Prasarana 

Asistensi Bidang Pemt1f.rdayaan 11 
Masvarakat , 

" 

INDIKATOR ASISTENSI 

Kelurahan : . 

Kecarnatan : . 

Ka bu paten : . 

FORMAT LEMBARAN ASISTENSI 
RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KELURAHAN 

TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : 7 TAHUN 2020 
TANOGAL ;~a> 'fe~ 'ZJ!,~ 
TENTANO 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGJATAN 
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KEl.,URAHAN DAN PEMBERDAY AAN 
MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
.KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER 
DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN 
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN 
ANGGARAN 2020 



IJBUPAn SUIIJIA T~ 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1 ········································ Penanggung 
(Sekretaris Daerah] Jawab 

2 ········································ Ketua 
(Kepala BKAD) Tim 

3 ........................................ Sekretaris 
(KabaR Tata Pemerintahanl Tim 

4 
........................................ Anggota 

(Kabid Anggaran] 

5 ........................................ Anggota 
(Kabid Akuntasi) 

6 ........................................ Anggota 
(Kabid Perbendaharaan) 

7 ········································ Anggota 
(Kabid Aset) 

··························· 
8 ( Kasubid Pendapatan dan Anggota 

Pembayaran) 
........................... 

9 ( Kasubid Belanja Tidak Anggota 
Langsung) 

··························· 10 ( Kasubid Belanja Langsung) Anggota 

········································ 
11 {Kasubag Administrasi Anggota 

Kewilayahan) 
......................................... 

12 (Kasubag Otda) Anggota 

········································ 
13 BAPPEDA {Tim Fasilitasi Anggota 

Kabupaten) 

........................................ 
14 {Kasubag PUM) Anggota 

········································ 
15 Inspektorat {Tim Fasilitasi Anggota 

Kabupaten) 

········································ 16 Dinas PU dan Penataan Ruang LAnggota 
(Tim Fasilitasi Kabupatenl 

TIM ASISTENSI KABUPATEN 



ltd 

F0 AT £RJTA A RA PEHYERAHA LAMA KEOIAT; PEMBANGUNAN SARANA 
DA PRASARA A KELURAHA 

D BEROAYM A YARA.KAT DI KELURAH 



ttd 
~p Kelurahan L 

PIHAK. KEDUA 
Penerima 

PIHAK KESATU 
Lurah . 

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggungjawab oleh PIHAK KEDUA. 
Demikian Berita Acara Serah Te~ ini di?uat d~ngan sebenamya sesuai dengan 
kesepakatan Bersa.ma, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagairnana mestinya. 

Keterangan NamaBarang Nilai (Rp) Jumlah \II 

11. Nama 
Jabatan 
Alarnat : 
Dalam hal ini bcrtindak untuk dan atas narna , yang selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK KEDUA. 

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK 
KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Jabatan : Lurah 
Alamat 
Dalarn hal ini bertindak untuk dan atas narna Kelurahan , yang 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 

I. Narna 

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun bertempat di kelurahan , 
Kecamatan , Ka bu paten Surnba Timur yang bertanda tangan dibawah ini : 

BERITA ACARA SERAH TERIIIA 
Nomor: 

KOP SURAT KELURAHAlf 

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN 
PRASARANA KELURAHAN 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : l TAHUN 2020 
TANGGAL :2-(l~ 'Z-""'Z-eJ 
TENTANG : 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI 
DANA AWKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA 
AWKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 
2020 

• 



1/BUPAfl 8UIIBA TDlffy 

CAMAT . 

Mengetahui, 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 
PENANOGUNG 

1 .•................................•..... JAW AB 
(CAMATI 

KETUA 
2 ·•·•·••••••············•·······••······· MERANGKAP 

CKASI PEMl (ANGGOTA) 
SEKRETARIS 

3 .....................•..••.••.••........ MERANGKAP 
(KASI PMD) {ANGGOTAl 

4 ············~··························· (ANGGOTA) {KASI KESSOS) 

5 ••••·•·•·•••··••··········•····•··•••··• (ANGOOTA) (KASI TRANTIB) 

TIM EVALUASI DPMK KECAMATAN . • 

• • 



NamaJelas 
NIP 

Tanggal, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Mengetahui 
Lurah selaku KPA 

Nama Jelasl 
NIP U 

n nzzaran 
OUTPUT ANGGARAN REALISASI SISA % TENAGA DU RAS I UPAH NO URAIAN CAPAIAN KERJA KET. 

VOLUME SATUAN (Rp. 00) (Rp. 00) % (Rp. 00) % OUTPUT IOran2I (hari) (Rp.001 

(1) (2) (3) (4) (5) (61 (7)•(6)/(5) (8) (9)- (101 (11) (12) (13) (14) 
181/151 

1 A. Pembangunan Sarana dan 
Presarana Kelurahan 
1. Kegiatan 1 
2. Kegiatan 2 
3. Ost. .......... 

8 Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan 
1. Kegiatan I 
2. Kegiatan 2 
3. Ost. ....... 

Jumlah Total 

Kecamatan 
Kelurahan 
Tahu A 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : 1_ TAf-!UN 2020 
TANGGAL : '2.r! ~ 2020 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG 
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURN( DAN DANA ALOKASI UMUM 
(DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 



,A,,,BUPATI SUMBA TIMUR~ 

NO MOR URAIAN 
l Kolorn l diisi dengan nomor urut program/ keziatan 
2 Kolorn 2 diisi dengan uraian kegiatan 
3 Kolorn 3 diisi denzan volume output, misal : 500 
4 Kolorn 4 diisi denzan satuan output , misal : meter 
5 Kolom 5 diisi dengan iumlah aneearan 
6 Kolom 6 diisi denzan iumlah realisasit 
7 Kolorn 7 diisi denzan persentase realisasi terhadap anzearan 
8 Kolorn 8 diisi denzan selisih antara anaaaran dan realisasi 
9 Kolorn 9 diisi denzan selisih oersentase sisa 

10 Kolorn 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: 
a. Kegiat.an pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; 
b. Kegiatan non fisik dengan cara : 

1. Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%; 
2. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% 
3. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan 
4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100% 

11 Kolom 11, 12, 13 dalarn rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di 
Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan ' 12 Kolorn 14 diisi denzan sumber Pendanaan (DAU MURNI atau DAU TAMBAHAN)l, .... 

Petunjuk Pengisian : 


